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Lingkungan Kelurahan Srimulya Palembang Dalam Melaporkan Tindak Pidana
Pencurian” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya
tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai
dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan
penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada
pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi dan/atau pengaduan dari pihak lain
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HUBUNGAN BUDAYA HUKUM DENGAN KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT YANG ADA DI LINGKUNGAN KELURAHAN
SRIMULYA PALEMBANG DALAM MELAPORKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
Oleh:

Erisa Ramona Pendo
Pembimbing : Kurnisar, S.Pd., M.H

Program studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai hubunganbudaya
hukum dengan kesadaran hukum yang ada di lingkungan Kelurahan Srimulya
Palembang dalam melaporkan tindak pidana pencurian. Adapunpendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian
asosiatif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teori dari
arikunto dan dilengkapi dengan teknik nomprobability sampling tipe Purposive
sampling, dari 114 orang yang menjadi populasi diambil sebanyak 29 orang yang
menjadi sampel dalam penelitian ini. Kemudian untuk teknik pengumpulan data
yaitu berupa dokumentasi, kuisioner dan wawancara. Selanjutnya dalam
pengolahan data peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS dan Microsoft Exel
sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yangsignifikan dan positif antara
kesadaran hukum masyarakat dengan budaya hukum dalam melaporkan tindak
pidana pencurian hal ini dibuktikan berdasarkan hasiluji Correlation Product
Moment diperoleh nilai fhiung > Twbel yaitusebesar 0,684>3,67 dengan nilai
signifikan sebesar 0,015<0,05 maka dengan begitu Hy ditolak dan H, diterima.
Maka dapat peneliti simpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan
positif antara kesadaran hukum masyarakat dengan budaya hukum yang ada di
lingkungan Kelurahan Srimulya Palembang dalam melaporkan tindak pidana
pencurian.

Kata kunci : Kesadaran hukum, budaya hukum, tindak pidana pencurian
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Correlation of Community Legal Awareness With Legal Culture That Exists in
The Srimulya Village Environment Palembang In Reporting Theft Crimes
By:

Erisa Ramona Pendo
Supervisor : Kurnisar, S.Pd., M.H

Study Program: Pancasila and Civic Education

ABSTRACT

The purpose of this reseach to learn more about the correlation between legal
culture and legal awareness in the Srimulya Village Palembang to reporting theft
offences. This study took a quantitative approach with associative research
approaches. The sampling technique was performed by applying the Arikunto
theory and was fitted with a nonprobability sampling technique purposive
sampling type, with as many as 29 respondents sampled in this study from a
population of 114 people.Then there are data collection process techniques such as
documentation, surveys, and interviews. Furthermore, researchers use SPSS and
Microsoft Exel software for data processing, although descriptive statistics are
used for data analysis. And according to research results of the CorrelationProduct
Moment test, there was a positive and significant correlation between public legal
awareness and legal culture in reporting theft crimes, as represented by rcount >
rtabel values of 0.684>3.67 with a significant value of 0.015<0.05. So that HQ
was then dismissed and Ha was accepted. The researchers can conclude that there
is a significant and positive correlation between public legal awareness and the
legal culture in Srimulya Palembang Village when it comes to reporting theft.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tinggal dilingkungan yang damai dan tentram merupakan hak masyarakat
karena dengan adanya lingkungan yang damai dan tentram dapat memberikan
masyarakat rasa aman untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa semua orang
berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari semua bentuk ancaman
serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat
manusia. Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya setiap
warganegara wajib mematuhi hukum yang berlaku (Nanan, 2012: 5) namun pada
kenyataannya masih sering dijumpai pelanggaran hukum yang disebabkan karena
tingkat kesadaran masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku masih
sangat rendah baik dalam perspektif sosiologis maupun antropologis.

Secara antropologi menerima kehadiran hukum sebagai sesuatu yang sangat
penting seperti menjaga eksistensi masyarakat, mengatur produksi dan distribusi
kekayaan serta menjadi sarana untuk melindungi masyarakat dari gangguan baik
dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, hukum diterima dalam sudut
pandang yang sangat luas, terutama dalam hal kedudukan dan perannya dalam
masyarakat. Dalam dunia hukum ada yang namanya asas fictie hukum yaitu asas
yang berpandangan pada saat peraturan perundang-undangan telah diundangkan
maka pada detik itu juga setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure)
dan ketetapan tersebut tidak dapat dipungkiri sehingga ketidaktahuan seseorang
akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkan mereka dari tuntutan
hukum (Marwan, 2016 :47). Hal ini dapat menjadi acuan kita dalam
melaksanakan pembangunan hukum nasional di mana setiap warga negara
mempunyai peran yang sangat penting dalam terwujudnya status sebagai negara

hukum yang utuh.
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Pada saat pandemi Covid-19 saat ini Jelas telah terjadi ketimpangan distribusi
ekonomi, sehingga terjadi disparitas sosial yang nyata dan tidak dapat dihindarkan
dalam masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah
cenderung tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku mereka
lebih peduli untuk memenuhi kebutuhan yang menyebabkan adanya
kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi
salah satunya ada yang melanggar norma hukum, kasus kejahatan yang terjadi
dalam masyarakat saat ini sangat beragam biasanya yang sering terjadi ialah kasus
pencurian. Pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) kemudian pencurian dengan pemberatan di atur dalam Pasal 363
KUHP dan perampokan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Perampokan merupakan
suatu bentuk tindak pidana dalam pencurian yang disertai dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan terhadap korbannya atau terhadap pihak ketiga yang saat itu
menjadi saksi kejadian ketika pelaku melakukan pengancaman atau kekerasan
(Saputra, 2019: 5). Salah satu faktor hukum bisa ditaati adalah karena adanya
bantuan dari pranata sosial seperti Negara dan masyarakat sebagaimana
diungkapkan oleh John Gilissen & Frits Glorie (2005: 88) bahwa Seseorang akan
patuh terhadap hukum bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena
dorongan dari negara atau masyarakat yang memberi kekuatan dan mengikat
kepada hukum itu sehingga setiap orang harus tunduk kepada hukum yang
berlaku.

Pranata sosial dalam hal ini negara atau masyarakat memiliki pengaruh dalam
mewujudkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Cara
pranata sosial mempengaruhi dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, bentuk
sosialisasi yang paling berpengaruh signifikan terhadap kesadaran hukum dan
kepatuhan hukum masyarakat adalah penerapan sanksi- sanksi sebagaimana
diungkapkan oleh J.A.A. Van Doom dan C.J. Lammers (dalam Soekanto, 1982:
233) yang menyatakan bahwa :

Pada hakekatnya, sanksi merupakan reaksi terhadap
pelanggaran kaedah- kaedah kelompok. Sanksi tersebut dapat
berwujud sebagai sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi
positif adalah unsur-unsur yang mendorong terjadinya
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kepatuhan atau perilaku yang sesuai dengan kaedah-kaedah.
Sebaliknya sanksi negatif menjatuhkan hukuman kepada para
pelanggar kaedah-kaedah kelompok. Dengan demikian maka
proses pemberian sanksi mencakup suatu sistem imbalan dan
hukuman, yang akibatnya adalah suatu dukungan yang efektif
untuk mematuhi kaedah-kaedah.

Menurut Krabbe (dalam Ali dan Heryani, 2012: 141) kesadaran hukum
merupakan suatu bentuk kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada setiap orang
dalam kaitannya dengan hukum arus atau hukum harapan. Selanjutnya Menurut
Sudikno (dalam laurensius, 2015: 220) kesadaran hukum merupakan bentuk
pemahaman mengenai apa yang harus atau tidak boleh kita lakukan dengan orang
lain, Soekanto (dalam prakoso, 2017: 218) menyebutkan ada empat dimensi
dalam kesadaran hukum yaitu:

1) Pengetahuan hukum, yaitu suatu keadaan di mana
seseorang paham bahwa tindakan-tindakan tertentu telah diatur
oleh hukum dan terdapat sanksi yang mengikat jika dilanggar,
baik dalam bentuk hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
2) Pemahaman hukum, yaitu suatu keadaan di mana seseorang
memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan
tertentu meliputi apa saja yang diizinkan dan apa saja yang
tidak diizinkan untuk dilakukan; 3) Sikap hukum, yaitu
keadaan di mana seseorang memiliki predisposisi untuk
melakukan penilaian tertentu mengenai hukum; 4) Perilaku
hukum, di mana setiap individu maupun kelompok
melaksanakan peraturan yang berlaku secara tertib.

Setiap individu dalam menjalani kehidupannya diharapkan dapat berperilaku
dan melindungi nilai-nilai budaya tertentu. Nilai-nilai budaya tertentu yang
terkandung dalam norma-norma sosial dapat dijadikan sebagai titik acuan yang
nantinya akan diterapkan ketika melakukan peran yang berbeda dalam situasi
sosial yang berbeda. Raharjo (2015: 108) menjelaskan bahwa kesadaran hukum
memiliki keterkaitan yang kuat dengan budaya hukum di mana budaya hukum
dipahami sebagai seperangkat sistem nilai dan sikap yang dapat mempengaruhi
hukum di mana terdapat tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu
terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan
terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan

tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan
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stereotip yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat
bersangkutan.

Secara keseluruhan dalam budaya hukum terdapat suatu pranata perilaku
dalam keseharian masyarakatnya yang selaras serta menggambarkan tujuan dari
aturan-aturan atau undang-undang yang telah diterapkan bagi semua subjek
hukum didalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain itu di dalam budaya
hukum kita juga bisa menilik apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran
hukum untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam mengatasi suatu
permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat atau belum hal ini sejalan
dengan pendapat Friedman (dalam Muhtarom, 2015: 124) berpendapat bahwa
budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap suatu sistem hukum yang
berlaku meliputi nilai, pemikiran, serta harapan terhadap hukum tersebut.
Mengetahui budaya hukum masyarakat Kelurahan Srimulya merupakan informasi
penting untuk mendapat data yang valid terkait susunan masyarakat, sistem
hukum, konsep hukum, norma hukum dan karakter masyarakat. Budaya hukum
bukanlah budaya individu, tetapi budaya keseluruhan masyarakat tertentu sebagai
kesatuan sikap dan perilaku. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat
penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia
menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa
hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa budaya hukum mencakup persepsi
masyarakat terhadap hukum atau nilai-nilai yang mereka yakini dalam
menentukan jalannya suatu sistem hukum. Nilai-nilai tersebut nantinya akan
mempengaruhi masyarakat itu sendiri baik dalam sisi positif maupun sisi negatif
yang terkait dengan hukum sehingga budaya hukum dapat disebut sebagai
perwujudan dari stereotip masyarakat dan kekuatan sosial yang menentukan
bagaimana hukum diterima, digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Budaya
hukum juga erat kaitannya dengan sistem hukum di mana suatu sistem hukum
yang ideal tentunya akan memaksa alat penegak hukum untuk bekerja secara jujur,
efektif, dan efisien sehingga nantinya akan melahirkan penegakan hukum yang

berkualitas. Dijelaskan dalam Pasal 165 KUHP Apabila seseorang mengetahui
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adanya suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan, selama kejahatan
tersebut membahayakan nyawa orang lain dan masih ada waktu untuk
menghentikan kejahatan tersebut tanpa dengan sengaja memberitahukan kepada
polisi atau orang yang diancam oleh kejahatan tersebut, akan dikenakan sanksi
administratif. sanksi pidana: paling lama sembilan bulan atau denda paling
banyak empat ribu lima ratus rupiah (dalam http://Isc.bphn.go.id diakses pada
Rabu, 20 Januari 2021).

Peneliti menemukan bahwa ada banyak masyarakat yang menjadi korban
dalam suatu perkara hukum pidana namun mereka tidak mau untuk melaporkan
perkara hukum tersebut dengan alasan tidak memahami bagaimana prosedur
pelaporan, malas menghadapi proses hukum yang panjang, dan sebagian lagi
merasa bahwa melaporkan perkara hukum juga tidak bisa ada gunanya.
Sedangkan pada prinsipnya yang menjadi korban dalam suatu perkara hukum bisa
dijadikan sebagai saksi dan keterangan yang diberikan oleh saksi sangat penting
sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam mengungkap suatu tindak hukum.
Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Das Sein dan Das Sollen tidak berjalan
sebagai mana mestinya di mana masyarakat yang menjadi korban perkara hukum
seharusnya melaporkan perkara tersebut kepada pihak yang berwajib hal ini
sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi agar nantinya tidak
terjadi kembali perkara hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakasanakan pada tanggal
6 Februari 2021 dengan melakukan penyebaran angket sederhana kepada
beberapa responden (15 responden) yang bertempat tinggal di lingkungan
Kelurahan Srimulya Palembag, didapatkan hasil sebanyak 14 orang dari 15
responden atau 93,3% yang ada dilingkungan Kelurahan Srimulya telah
mengetahui apa itu budaya hukum tetapi ada 1 orang atau 6,7 % tidak mengetahui
apa itu budaya hukum, kemudian 12 orang atau 80 % dari responden mengaku
pernah menjadi korban dari suatu tindak pidana dan 3 orang atau 20% mengaku
tidak pernah menjadi korban dari suatu tindak pidana. Tindak pidana yang sering

terjadi di Kelurahan Srimulya ialah tindak pidana pencurian hal ini sesuai dengan
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hasil voting yang menunjukkan sebanyak 10 orang atau 66,7% memilih tindak
pidana pencurian dan 5 lainnya memilih tindak pidana penipuan.

Selanjutnya hanya ada 4 orang atau 26,7% melaporkan tindak pidana yang
mereka alami dan 11 orang atau 73% tidak melaporkan kepada pihak berwajib.
Selanjutnya 4 orang memberikan alasan mengapa mereka melaporkan pelaku
tindak pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak
mengulangi perbuatannya lagi sehingga tidak ada korban selanjutnya, 11 orang
lainnya memberikan alasan mengapa mereka tidak melaporkan tindak pidana
yang mereka alami adalah karena mereka tidak tahu dan paham mengenai
prosedur pelaporan dan tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian. Namun 14
orang atau 93,3% mengaku telah mengetahui bahwa suatu tindakan pidana yang
terjadi wajib dilaporkan sesuai dengan pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana sedangkan 1 orang atau 6,7% tidak mengetahui bahwa suatu tindakan
pidana wajib dilaporkan kepihak berwajib.

Berikut data hasil studi pendahuluan yang telah peneliti uraikan pada tabel

dibawah ini:

Tabel 1. 1 Hasil Studi Pendahuluan

Responden
No Keterangan Hasil Studi Pendahuluan
(Jumlah)
1 14 Mengetahui tentang budaya hukum dan pentingnya
budaya hukum
2 12 Pernah menjadi korban dari suatu tindak pidana
3 10 Berpendapat bahwa tindak pidana yang paling sering
terjadi di Kelurahan Srimulya ialah tindak pidana
pencurian
4 11 Tidak pernah melaporkan tindak pidana yang pernah
mereka alami ke pihak berwajib
5 14 Mengetahui tentang kewajiban melaporkan tindak

pidana pencurian
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6 11 Tidak memahami prosedur pelaporan tindak pidana

pencurian

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan literatur ilmiah yang
berperan sebagai pedoman yang dapat memperkuat teori yang digunakan didalam
penelitian ini salah satunya ialah penelitian terdahulu yang berupa skripsi, jurnal
dan artikel ilmiah yang dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan
penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang pertama Any Ismayawati (2011) yang berjudul
“Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia”.
Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa budaya hukum merupakan
salah satu bagian yang paling penting baik dalam pembentukan hukum maupun
dalam penegakan hukum itu sendiri, jika budaya hukum tidak dapat
diimplementasikan dengan baik maka akan berakibat negatif pada pembangunan
han hal ini berhubungan dengan rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat.
Terkhusus di Indonesia budaya hukum yang ada saat ini sudah banyak bergeser
yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, faktor internal tersebut
berhubungan dengan pergeseran moral dan rendahnya kesadaran masyarakat
Indonesia ketika melaksanakan hukum sementara faktor eksternal berhubungan
erat dengan globalisasi dan banyaknya pemikiran dari budaya asing yang masuk

ke Indonesia (dalam http://jurnal.ubl.ac.id diakses pada 06 Februari 2021).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan M. Muhtarom (2015) dengan judul
“Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Dalam Masyarakat™ dari
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang paling dasar
dikehidupan masyarakat ialah adanya perbedaan keyakinan dan tingkat kesadaran
hukum yang disebabkan karena budaya yang berbeda-beda dan bersifat plural hal
inilah yang akhirnya membuat perbedaan pandangan masyarakat mengenai
hukum. Dalam penyelesaiannya pemerintah tidak hanya menekan pada sanksi
pelanggaran hukum yang tegas namun juga harus melakukan  sosialisasi
yang dapat membangun pandangan baru dalam masyarakat mengenai hukum
secara utuh sehingga nantinya masyarakat bisa lebih memahami hukum dan

secara perlahan akan meningkatkan kesadaran hukum sesuai dengan hukum

yang
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berlaku dalam masyarakat maka saat itu dengan sendirinya budaya hukum yang
ada dalam masyarakat akan bergeser menjadi budaya hukum partisipan (dalam

http://journals.ums.ac.id diakses pada tanggal 10 Februari 2021).

Kemudian yang terakhir penelitian Iman Pasu Purba (2017) dengan judul
“Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaan
Transformatif” penelitian ini meyimpulkan bahwa untuk menciptakan negara
hukum yang kehidupan masyarakatnya adil dan demokratis maka pembangunan
hukumnya harus diarahkan pada pencerminan masyarakat yang memiliki
kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dan sesuai dengan nilai-nilai budaya
bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 karena hukum yang berlaku
sangat ditentukan oleh budaya hukum jika budaya hukum tidak dihiraukan maka
sudah bisa dipastikan akan terjadi kegagalan dari sistem hukum, seperti
kekeliruan pemahaman antara yang diinginkan oleh undang-undang dengan
penerapan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Selanjutnya budaya hukum masyarakat juga tidak dibangun secara
sembarangan melainkan harus dibangun secara paralel mulai dari peningkatan
prefesionalistas aparat penegak hukum dan birokrasi, hal ini bukan tanpa alasan
mengingat profesionalitas ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap
kepercayaan masyarakat dengan adanya hukum yang berlaku di lingkungannya

(dalam https://journal.uny.ac.id diakses pada tanggal 10 Februari 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas maka peneliti dapat menyimpulkan
bahwa adanya kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas
budaya hukum disuatu daerah yang kedudukannya sangat penting dalam
pembentukan hukum maupun dalam penegakan hukum sudah segoyanya kita
memahami secara utuh pentingnya budaya hukum. Peningkatan kesadaran hukum
masyarakat tidak terlepas campur tangan pemerintah yang dilakukan dengan
peningkatan prefesionalitas aparat penegakan hukum. Semakin tinggi tingkat
kesadaran hukum masyarakat maka dengan sendirinya kualitas budaya hukum
akan terus meningkat sehingga tercipta masyarakat yang madani.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas peneliti merasa

tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan kesadaran hukum masyarakat
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dengan budaya hukum dan memutuskan untuk mengangkat judul hubungan
budaya hukum dengan kesadaran hukum masyarakat yang ada di lingkungan
Kelurahan Srimulya Palembang dalam melaporkan tindak pidana pencurian.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana hubungan budaya hukum dengan
kesadaran hukum masyarakat yang ada di Kelurahan Srimulya Palembang dalam
melaporkan tindak pidana pencurian?
1.3 Tujuan
Dari rumusan masalah yang telah diajukan, tujuan dari penelitian ini adalah
untuk memahami bagaimana hubungan budaya hukum dengan kesadaran hukum
masyarakat yang ada di Kelurahan Srimulya Palembang dalam melaporkan tindak
pidana pencurian.
1.4 Manfaat
Peneliti berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis.
1.4.1 Manfaat Teoritis
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi para
pembaca mengenai kesadaran hukum dan budaya hukum serta dapat dijadikan
sebagai refresi bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang serupa.
1.4.2 Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara praktis bagi pihak yang
terkait, diantaranya:
1.4.2.1 Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pemerintah terkhusus
bagi aparat penegak hukum agar bisa melakukan peningkatan kesadaran hukum
dan peningkatan kualitas budaya hukum dilingkungan masyarakat Kelurahan

Srimulya melalui sosialisasi serta komunikasi yang aktif kepada masyarakat.
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1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat
mengenai pentingnya pemahaman terhadap budaya dan kesadaran hukum
sehingga masyarakat bisa ikut berkonstribusi dalam pembangunan hukum yang
ideal sesuai cita-cita bangsa serta dapat menciptakan lingkungan tempat tinggal
yang aman dan tentram.
1.4.2.3 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman
bagi peneliti terutama mengenai pentingnya kesadaran hukum dan budaya dalam
kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk kontstribusi untuk pembangunan

hukum yang lebih baik kedepannya.

10
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